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ABSTRAK 
 
 

 
YAHYA IRIYANTO SARWADAN, 2024. Kajian Yuridis Tentang Proses 

Pelimpahan   Wali Nikah Dalam Keabsahan  Perkawinan  Setelah Berlakunya PMA 

Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan  Pernikahan   Di Kabupaten Fak- 

fak.(dibimbing oleh Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I 

dan Dr. Sobardo Hamonangan,  S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II). Penelitian 

ini bertujuan  untuk mengetahui  dan menganalisis  Proses  Pelimpahan  Wali Nikah 

Dalam  Keabsahan  Pelaksanaan  setelah  berlakunya  PMA  Nomor  20  Tahun  2019 

tentang Pencatatan Pernikahan Di Kabupaten Fak-fak, dan mengetahui dan 

menganalisis   Efektivitas   Berlakunya      PMA   Nomor   20   Tahun   2019   tentang 

Pencatatan Pernikahan Pada Proses pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan 

Perkawinan di Kabupaten Fakfak. 

Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan 

yuridis   normative dan yuridis empiris.. Pendekatan yuridis ivormative adalah  

penelitian  yang  berkaitan  dengan  telaah  dari  aspek  aturan  perundang- undangan 

yang terkait dengan masalah yang diteliti, sedangkan   Pendekatan yuridis empiris 

digunakan untuk melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan  yang berkaitan 

dengan  proses pelimpahan wali nikah dalam keabsahan perkawinan yang 

dilangsungkan berjalan efektif dalam prakteknya pada masyarakat. 

Hasil penelitian  menunjukkan  bawa  Pelaksanaan  proses pelimpahan  wali 

nikah dalam keabsahan perkawinan setelah berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 

tentang  Pencatatan  Pernikahan  mengalami  perubahan,  dimana  berdasarkan ketentuan 

Pasal 12 ayat (5) menentukan bahwa apabila terjadi peralihan wali nikah dari wali 

nasab ke wali hakim haruslah dilaksanakan dengan membuat surat taukil nikah  secara  

tertulis  dan  ditandatangani  di  atas  meterai.  Pentingnya  pelimpahan wali nikah 

karena keberadaan wali harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali nikah tidak 

mungkin perkawinan dilaksanakan. Berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 

2019   tentang   Pencatatan   Pernikahan   belum   berjalan   secara   efektif,   terutama 

penerapan Pasal 12 ayat (5) yang mengatur tentang keharusan adanya surat taukil nikah 

yang  dibuat  secara  tertulis  dan  dtandatangani  diatas  meterai  dalam pelaksanaan 

pelimpahan  wali nikah dari wali nasab ke wali hakim. Hal ini sesuai dengan  data 

lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  dalam  prakteknya  masih banyak pelaksanaan 

pelimpahan  wali nikah  dari wali nasab  ke wali hakim  yang  tidak disertai dengan 

adanya  surat  taukil  nikah.  Belum  efektifnya  Peraturan  Menteri Agama tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:  a. Faktor Hukumnya yakni Peraturan 

Menteri Agama itu sendiri, b. Faktor Penegak Hukum dalam hal ini Kepala KUA c. 

Faktor Masyarakat seperti wali nasab yakni orangtua dan keluarga, d. Faktor Budaya 

yakni kesadaran hukum dari masyarakat akan pentingnya wali nikah, serta e. Faktor 

Sarana dan Prasarana yakni keberadaan KUA tempat untuk mendaftarkan perkawinan 

lokasinya jauh dari tempat tinggal Masyarakat. 

 
Kata   Kunci   :    Proses  Pelimpahan  Wali  Nikah,  Keabsahan  Perkawinan,  KUA 

PMA Nomor 20 Tahun 2019, Kabupaten Fak-Fak



 

 

ABSTRACT 
 

YAHYA  IRIYANTO  SARWADAN,  2024.Juridical   Study Concerning  The 

Process  Of Assignment Of Marriage  Guardians  In The Validity Of Marriages  After 

The Entrance  Of  Pma Number 20 Of 2019 Concerning  Marriage  Registration   In 

Fak-Fak  Regency(supervised by Dr. YDW Susi Irianti, SH, M.Hum., as Supervisor I 

and Dr. Sobardo Hamonangan,  SH, M.Hum., as Supervisor II). This research  aims 

to  find out  and  analyze  the  Process  of Delegating  Marriage   Guardians   in  the 

Validity  of  Implementation  after   the  enactment   of  PMA  Number  20  of  2019 

concerning Marriage  Registration in Fak-Fak  Regency, and knowing and analyzing 

the  Effectiveness of the  Implementation  of PMA Number 20 of 2019  concerning 

Marriage  Registration  in the Process  of Delegating  Marriage  Guardians  in The 

Validity of Marriage in Fakfak Regency. 

The approach  method used in this research  is a normative juridical  approach 

and an empirical juridical  approach.  The normative juridical  approach  is research 

related to the study of aspects of statutory regulations  related to the problem under 

study, while the empirical  juridical  approach  is used to see the extent of statutory 

regulations.  which relates  to the process  of delegating  marriage  guardians  to the 

validity of marriages  that are taking place effectively in practice in society. 

The results  of the research  show that  the implementation  of the process  of 

delegating  marriage  guardians  in the legality of marriages  after the enactment of 

PMA  Number  20  of  2019  concerning   Marriage   Registration   has   undergone 

changes, where based on the provisions of Article 12 paragraph  (5) it is determined 

that  if there  is  a  transfer  of marriage   guardians   from guardians   of lineage  to 

guardians   of judges  it  must be  carried  out  with make a  marriage   certificate  in 

writing and sign it on a stamp. The importance of assigning a marriage  guardian  is 

because  the presence  of a  guardian   must be present  in the marriage,   without a 

marriage    guardian    it   is   impossible   for   the   marriage    to   take   place.   The 

implementation of PMA Number 20 of 2019 concerning  Marriage  Registration  has 

not been implemented effectively, especially the application  of Article 12 paragraph 

(5) which regulates the requirement for a marriage  certificate to be made in writing 

and signed on a stamp in the implementation of the delegation  of marriage 

guardianship  from the guardian  of the lineage to the guardian  of the judge. This is 

in accordance  with field data  which shows that  in practice  there  are  still many 

implementations   of  the  delegation   of  marriage   guardianship   from  the  nasab 

guardian   to  the  judge  guardian   which  are   not  accompanied   by  a  marriage 

certificate.  The  ineffectiveness of  the  Regulation  of the  Minister  of Religion  is 

caused  by several  factors,  including:  a. The legal  factor  is the Regulation  of the 

Minister of Religion itself, b. Law Enforcement Factor,  in this case the Head of the 

KUA, c. Community factors such as lineage guardians,  namely parents  and family, 

d.  Cultural   factors,   namely  legal  awareness   of  the  community  regarding   the 

importance  of marriage  guardians,  and e. The Facilities  and Infrastructure  factor, 

namely the  existence of a  KUA place  to register  marriages,  is located  far  from 

where the community lives. 

Keywords: Process  of Delegating  Marriage  Guardian,   Marriage   Validity, KUA 

PMA Number 20 of 2019, Fak-Fak Regency
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